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Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govermance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Pada tahap perencanaan yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Pengertian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan  sesuai dengan  Tugas Pokok dan Fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.Renstra menunjukkan program dan target indikator kinerjayang harus dicapai oleh SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan, baik untukmendukung visi dan misi kepala daerah maupun untuk memperbaikikinerja layanan masyarakat sesuai Sistematika penulisan Renstra dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 yaitu a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.
Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkatdaerah.Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah;dan (2) Renja Perangkat Daerah.Disamping itu, perencanaan pembangunan juga sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026 serta disusunnya RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026, maka sebagai tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapanpenyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis denganpenyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.
Dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN, GHOFUR” yang akan ditempuh melalui 4 (empat) Misi, yaitu :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar berdasarkan Iman dan Taqwa dengan kearifan lokal budaya;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki Mutu dan Nilai Kompetetnsi Tinggi, dengan mengoptimalkan generasi muda Kabupaten Blitar;
3. Mengoptimalkan kinerja pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas;
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan ekonomi daerah dengan mengedepankan Pemberdayaan Masyarkat dan Kelestarian Lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinyatakan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dalam perjalanannya, perubahan regulasi pemerintahan dan dinamika perkembangan masyarakat tentunya perlu diikuti dengan perubahan perencanaan agar lebih sesuai dan aplikatif dalam pemanfaatannya.  Diharapkan Satpol PP akan bersikap profesional, konsisten, dan adil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut dinyatakan peran Satpol PP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,berdasarkan pasal 12 ayat(1) huruf e bahwa "Urusan pemerintahanwajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi : ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”.  Oleh sebab itu, keberadaan Satpol PP sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tertib dan tenteram serta  menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkadasehingga kondisi ini sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanan Otonomi Daerah.
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Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar 2021-2026adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam
Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Dalam Rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan
Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan
Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Daerah
Kabupaten/Kota;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan
Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis
Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
26) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
27) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 201 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D);
28) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32);
29) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2021-2026 (menunggu RPJMD ditetapkan);
30) Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;
32) Peraturan Bupati Blitar Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar. 
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Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Satpol PP dan Damkar dalam upaya menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai salah satu penunjang suksesnya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Blitar secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah :
a. Menjamin konsistensi perencanaan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dalam penyelengaraan ketentraman masyarakatdan ketertiban umumserta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu dengan PRJMD Kabupaten Blitar;
b. Menetapkan dokumen perencanaan dalam pemilihan program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bllitar;
c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan kebijakan pemerintah daerah;
d. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut dalam  penyusunan RKA;
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Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar 2021 - 2026 disusun sebagai berikut :
BAB  I	PENDAHULUAN
	Memuat Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sestematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengulas sumberdaya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III 	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	Memuat informasi tentang hasil identifikasi permasalahan-permasalahan dan analisis faktor-faktor pendorong serta isu-isu strategis terkait dengan tupoksi Satpol PP dan Damkar.

BAB IV 	TUJUAN DAN SASARAN
	Memuat informasi tentangTujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan diwujudkan Satpol PP dan Damkar.

BAB  V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Memuat informasi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar dalam 5 (lima) tahun mendatang.
	
BAB VI 	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
	Memuat tentang uraian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Memuat indikator kinerja Satpol PP dan Damkar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dan Damkar dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar.

BAB VIII PENUTUP
	Menguraikan kaidah pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
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